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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

I

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK KAWASAN KOTATUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Nemer 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WiI<Jyah 2030, Idalam
kawasan Ketatua termasuk kawasan strategis ~epentingan' sesial
budaya: _ .__

b. bahwa kawasan Ketatua sebagaimana dimakS~d dalam h~ruf a,
memiliki nilai historis yang tinggi dan merupak<ln cerminan kisah
sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban rpasyarakat J~karta
di masa lampau, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan secara
berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Induk Kawasan Ketatua;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang S-angunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

3. Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibuketa Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5, Undanlil-Undanlil Ngmgr 11 TlIhl.ln 2010 tentang eagar Bl.Idaya;

6. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nemer 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nemer 16 Tahun 2004 tentang penataJunaan
Tanah; I

9. Peraturan Pemerintah Nemer 26 Tahun 2006 tentang Rencan Tata
Ruang Wilayah Nasienal;

10. Peraturan Pemerintah Nemer 34 Tahun 2009 tentang Pe eman
Pengelelaan Kawasan Perkotaan;

15 Tahun 2010 ,tfntang

i
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang BentJk dan

Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; !
! j ,

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan ~uang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, P~ncak.
Cianjur; . .

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 15 Tahun 2009 t~ntang

Pedeman Keordinasi Penataan Ruang Daerah; ,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tElntang
Pedoman Koerdinasi Penataan Ruang Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 1999 tentang Pele~tarian

Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar BUdaya;

17. Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Nemer 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

19.Peraturan Da~-;ah'N-;;~r -1'--Tah~~ 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030;

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nemer
475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah
di Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;

21. Peraturan Gubernur Nomer 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Kotatua;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN
KOTATUA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur inl yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
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3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus II ukota
Jakarta. f

I
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diSingkatfpRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah husus
Ibukola Jakarla.

5. Kola Adminislrasi dan Kabupaten Adminislrasi yang selan'utnya
disebut Kota/Kabupalen Administrasi adalah Kola Administra i dan
Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jak rta.

6. Saluan Kerja Perangkat Daerah/Unil Kerja Perangkal Daerah erkail
yang seianjutnya disebut SKPD/UKPD terkail adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unil Kerja ,Perangkat Daerah pada Pem rintah'
Daerah yang lugas pokok dan: fungsinya berkailan dengan pe Izinan
penataan ruang.

I

7. Ruang adalah wadah yang melipuli ruang darat, ruang lau~ dan
ruang udara. termasuk ruang di dalam bumi sebagai salu ke aluan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup. mela ukan
kegiatan. dan memelihara kelangsungan hidupnya. '

8. Tala Ruang adalah wUjud slruktur ruang dan pola ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Iqukota
Jakarta 2011-2030 yang selanjulnya disebul RT<RW 2030 ~dalah

rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jfkarta
yang terdiri dari rencana tala ruang provinsi. rencana tata ruan!!l kota
adminislrasi dan kabupalen administrasi.

10. Penalaan Ruang adalah suatu sislem proses perencanaan tala
.._._._ llli!.09~a[lfaatan nlang.dan..p.eogeAdalia~ataR FlIaf1!j'7".-------

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sislemnya ditenlukan
berdasarkan aspek administrasi dan alau fungsional. .

12. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkal PRK adalah
panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis
secara terinci tentang kriteria, kelenluan-ketentl;Jan, persyaratan­
persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan
arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang dit~tapkan mengenai
fungsi. fisik bangunan IDrasarana dan fasilitas unium. fasilitas sosial.
utililas maupun sarana lingkungan,

13. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah
dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyalukan komilmen
seluruh pihak yang terlibal dalam pembangunan' kota.

14. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan
pengelolaan Wilayah Provinsi dan Kola Administrasi untuk mencapai
visi yang telah ditelapkan.

15. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam
pembangunan Wilayah Provinsi dan Kota Administrasi berkailan
dalam kerangka visi dan misi yang lelah ditelapkan.

16. Pemanfaalan ruang adalah upaya untuk mewujudkan slruklur· ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana lala ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program ruang beserta
pembiayaannya.



17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk meli dungi,
mengembangkan dan memanfaatkan eagar Budaya elalui
kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan penga asan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

18. Pelestarian adalah upaya dinamis
keberadaan Cagar Budaya dan nilainya
mengembangkan, dan memanfaatkannya.

untuk memperta ankan
dengan cara meli dungi,

I
19. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari

kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan I cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pem~garan

Cagar Budaya. I !
i

20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adala~ area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanny+ lebih
bersifat terbuka, tempa! tumbuh tanaman, baik yang tumbuh !fecara
alamiah maupun yang sengaja ditanam. '

;

21. Kawasan Permukiman adalah bagian dari Iingkul'lgan hidup ~i luar
kawasan Iindung berupa kawasan perkotaan yang berfungsi s~bagai
Iingkungan tempat tinggal atau Iingkungan hunian dan t~mpat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

22. Kawasan Pusat Perkantoran, Perdagangan dan Jasa ~dalah

. kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perka~toran,

perdagangan dan jasa, lermasuk pergudangan, yang dihar~pkan

mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memb~rikan

nilai tam bah pada suatu kawasan perkotaan.
-----_. --- -.-._-- ---- ----------

23. Kawasan Pariwisala adalah kawasan yang memiliki fungsi ulama
pariwisala alau memiliki potensi .untuk pengembangan pariwisata
yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,
seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan
sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan
dan keamanan.

24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusalan kegialan
industri yang dilengkapi dengan sarana d~n pr,asarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri
yang telah memiliki izin usaha kawasan induslri.

25. Kawasan Wisala Sejarah adalah kawasan dan alau bangunan­
bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lain yang
dianggap penting unluk dikembangkan untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.

26. Pariwisala adalah berbagai macam kegialan wisata dan didukung
oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakal,
pengusaha, pemerinlah dan Pemerintah Oaerah.

27. Koefisien Dasar Banijunan yang selanjutnya disinlijkat KOla adalah
perbandlngan antara luas dasar bangunan dan luas persl!.

28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah
perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persi!.
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29. Ketin99ian Ban9unan yang selanjutnya disebut KB adalah tmlah
lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar Jrmpai
lantai tertinggi. ,

30. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan erupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya arena
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pend dikan,
agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

31. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda uatan
manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa ke atuan
atau kelompok atau bagian-bagiannya dan sejarah perkemb ngan
manusia. !

!
i

32. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbu$t dari
benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebytuhan
ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. !

i
33. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di

air yang mengandung Benda Cagar BUdaya, Bangunan ~agar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kebiatan
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. .

34. Kawasan Cagar Budaya adalah adalah kawasan atau kelQmpok
bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya dan nilai lainny~ yang
dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepenbngan
pendidikan, penelitian, dokumentasi dan pariwisata.

35. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari
berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk
memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan
penghapusan Cagar Budaya.

36. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar
Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

37. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisJ
Cagar Budaya tetap lestari.

38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan
promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian,
Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak
bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

39. Revitalisasi adalah 'kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk
menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan
penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan
prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

40, Adaplul .d.llilh upaYli peng"mb"ngan eagar BudAy" untuk keglalliln
yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan
perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan
nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai
penting.



41. Pelestarian adalah upaya dinamis
keberadaan Cagar Budaya dan nilalnya
mengembangkan dan memanfaatkannya.

(

------ ..._-

untuk mempertJankan
dengan cara meli1dUngi,

I
42. Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya adalah kesatuan~ruang

dengan bangunan yang berdasarkan kriteria tertentu oleh pem rintah
daerah dinilai dan dinyatakan sebagai Iingkungan dan ba gunan
yang dilindungi. ,,

43. Public-Private Partnership adalah suatu bentuk kerjasama1ntara
pihak pemerlntah dengan satu atau lebih pihak swasta yang eliputi
pembiayaan maupun operasional untuk menglkutsertakan pihak
masyarakat dalam percepatan proses pembangunan.

44. Sarana Kota adalah alat, cara, syarat, fasilitas atau segala sbsuatu
yang dipakai untuk berlangsungnya suatu kota; fasilitas bi~sanya
dihubungkan dengan prasarana umum.. I

45. Prasarana Kota adalah infrastruktur, prasyarat utama atau $egala
sesuatu yang merupakan penunjang utama kota, diPerlukan~untuk
memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar pen uduk,
terdiri atas prasarana transportasl' serta prasarana ener I dan
komunikasi.

46. Pembangunan Berorientasi Transit atau Transit Orliented
Development, yang selanjutnya disingkat TOO, adalah kawasan
terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan ifungsi
penghubung lokal dan antar loka\.

47. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau ~entuk

lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.---- ---_._--

48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerlntah lain dalam penataan ruang.

49. Per? masyarakat adalah partisipasi aktif rrlasyarakat dalam
perel' .,naan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
p(. lanfaatan ruang.

50. Ru. ,ng Publik adalah ruang atau tempat yang terbuka dan dapat
diakses bagi semua warga dari berbagai latar bel'il.kang yang berbeda
tanpa h. 'us dipungut biaya masuk dan seringkali menjadi tempat
aktualisa, ~an bersosialisasi warga dan masY<l,f?\kal dan bahkan
dapat pula -neran menjadi salah satu ikon kota.

51. Kawasan Kot.. ,a adalah kawasan pengembangan yang di dalamnya
dilakukan timJakan perlindungan, pelestari.an, pemanfaatan dan
pemeliharaan guna tercapainya visi dan' misi pengembangan
kawasan.

52. Area Tembok Kota adalah batas tembok dimana bangunan benteng
yang mengelilingi kota Batavia tempo dulu pernah terbangun.

53. Taman Arkeologi Pulau Onrust adalah Kumpulan pulau-pulau yang
terdiri dari Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust
¥"!n\l ""n"laannY9 li<lMk d"p"l dlpiallhk"n dari l"erlllL,lr"n GL,lblirnL,lr
Inl.

54. Pengendalian kluster adalah arahan penataan Iingkungan dan
bangunan dalam suatu skala area tertentu dengan karakter yang
diharapkan.



BAB II

RUANG lINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal2 i

(1) Ruang Iingkup rencana induk kawasan Kotatua meliputi be Ierapa
kawasan yang dibatasi dalam daerah perencanaan seluas ± 34 ha
(kurang lebih tiga ratus tiga puluh em pat hektar) yang mer pakan
sebagian dari beberapa wilayah administrasi kelurahan yaitu
Kelurahan Tambora, Glodok, Jembatan Lima, Pekojan, Roa alaka,
Pinangsia, dan Penjaringan yang merupakan bagian dari Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat

,
(2) Selain daerah perencanaan sebagaiman dimaksud pada a at (1)

rencana induk kawasan Kotatua termasuk Pulau Onrust menja i satu
kesatuan pengembangan dengan kawasan Kotatua, me ingat
adanya kesatuan historis dengan Kotatua, sebagai pintu 9 rbang
sebelum memasuki Kotatua pada era kolonial BeVandasebaga mana
tercantum dalam Gambar 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini. I

(3) Rencana Induk Kawasan Kotatua sebagaimana dimaksud pad~ ayat
(1) dan ayat (2) meliputi : .

a. vis; dan misi;

b. strategi penataan pengembangan dan pengelolaan kawasam;

c. perencanan kawasan kotatua;

d. insentif dan disinsentif;

--- e. ketentuan pemlla'i'igunan; .. ---- .
--- --- - ---

f. pengendalian dan pengawasan;

g. kewajiban dan hak masyarakat;

h. ketentuan sanksi; dan

i. penutup.

Pasal3

(1) Kedudukan rencana induk kawasan Kotatua sebagai perangkat
pengendalian dan pereneanaan tata ruang di kawasan eagar budaya
Kotatua.

(2) Kedudukan rencana induk kawasan Kotatua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengaeu pada RTRW 2030.

BAB III

VISI DAN MISI

Pembangunan kawasan Kotatua diarahkan dengan visi mewujudkan
kawasan Kotatua sebagai kawasan eagar budaya yang memiliki nilai
ekonomi yang tinggi sebagai kawasan wisata, bisnis, jasa dan
perdagangan dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai-nilai
kesejarahan kawasan.



Pasal5

(

I

!
Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perataan
ruang pada kawasan Kotatua ditujukan untuk melaksanakan 7 tujuh)
misi utama, yaitu :

a. meningkatkan peranan Kotatua sebagai kawasan wisata fcagar
budaya yang mampu meningkatkan nilai ekonomis kawasa dan
menjadi daya tarik bagi para investor dan turis;

b. melakukan revitalisasi Kotatua melalui upaya perlind

1
'ngan,

pelestarian dan pemanfaatan di Kotatua baik. secara b ndawi
maupun non bendawi; ,

!
c. meningkatkan kualitas fisik dan visual Kotatua dengan mening~atkan

aksesibilitas, penyediaan sarana dan prasarana infrastrukturl yang
layak; ,

d. mempertahankan kegiatan yang saat ini telah ada dan menqorong
tumbuhnya kegiatan baru yang menunjang kegiatan ekon~mi di
kawasan Kotatua;

e. mengembalikan dan meningkatkan kawasan sebagai t\)mpat
bermukim dengan penyediaan hunian dan fasilitas sosial dan urhum;

f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka pEiluang
lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia, dan mendprong
tumbuhnya kegiatan wirausaha; dan

'-'-g-:--mengembangkall kerjaSama denganaan an ar masyaraKal(public--­
private partnersip) serta menciptakan iklim investasi yang menUnjang
kegiatan ekonomi kawasan melalui sistem kelembagaan, hukum dan
manajemen perkotaan yang efektif dan profesional.

BAB IV

STRATEGI PENATAAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Strategi Penataan Kawasan

Pasal6

Untuk mewujudkan VISI dan mlSI penataan kawasan Kotatua
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka strategi
penataan kawasan yang dilakukan meliputi :

a. memberikan dinamika baru bagi kawasan Kotatua dengan melakukan
upaya pelestarian melalui revitalisasl dan adaptasi serta upaya
perlindungen melalui pemeliharaan dan pemugaran yang dilakukan
secara kontinu, komprehensif dan bersifat jangka parijang;

b. memberikan insentif bagi kegiatan pemeliharaan, pemugaran, serta'
pengembangan yang mendorong penciptaan iklim yang baik bagi
pelaku kegiatan usaha;



f.

e. mempertahankan kondisi eksisting struktur dan morfologi kot yang
masih tersisa serta mengembalikan jejak Kotatua Jakarta sej uh hal
tersebut memungkinkan guna meningkatkan potensi ekono i dan
historis kawasan;

d. menjamin kelestarian elemen eagar budaya baik yang bel' da di
permukaan tanah maupun yang berada di bawah tanah dalam
berbagai kegiatan pembangunan;

e. meneegah dan menghentikan pengrusakan kawasan dan benda
eagar budaya akibat kegiatan pembangunan dan ti dakan
pengabaian terhadap benda, bangunan, struktur dan situs eagar
budaya dengan menerapkan insentif dan disinsentif yang tegas

mempertahankan keberlangsungan bangunan-baAgunan berS~jarah
yang telah ada, dengan memberlakukan GSB eksisting pada
bangunan yang merupakan Bangunan Cagar Budaya dan ban unan
pemugaran golongan A, golongan B, dan golongan C;

g. melakukan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
infrastruktur seeara bertahap sehingga menunjang kegiatan ka.yasan;,

h. perbaikan aksesibilitas dan Sarana Angkutan Umum Massal (~AUM)
melalui manajemen lalu-lintas yang terpadu;

i. mendorong dan memperkuat kegiatan jasa, perdagangan, dan wisata
budaya yang telah tumbuh di kawasan Kotatua;

j. penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas hunian eksisting
disertai dengan penyediaan hunian berkepadatan menengah hingga
tinggi;

------ ---- .-"t<.-m"""e'iin<9dorong Investasl yang meneiptakan-Tapa-ngan
mendorong potensi kreatif masyarakat dalam
perekonomian kawasan;

kerja baru dan
menghidupkari

I. melestarikan budaya masyarakat di Kotatua untuk memperkuat
karakter sosial budaya masyarakatnya dalam pembangunan;

m. menghidupkan perekonomian kawasan dengan meneiptakan
kemudahan sistem birokrasi dan administrasi dalam upaya
peningkatan iklim investasi yang baik; dan

n. mewujudkan kepedulian dan melibatkan peran ma~yarakat terhadap
pengembangan kawasan bersejarah Kotatua melalui sosialisasi,
aktivitas sosial dan budaya, kerjasama antar berbagai elemen
masyarakat dan pemerintah melalui sistem manajemen perkotaan
dan sistem kelembagaan yang profesional dan transparan.

Bagian Kedua

Area Pengendalian

Pasal7

(1) Arahan ~..r..nGanaan kiilW61Gan dii;>lllii mfinjlldi 2 (dlla) areil
pengendalian yaitu :

a. area di dalam tembok; dan

b. area di luar tembok.



I
(2) Pembagian area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berda~arkan

pada slgnlflkasl kesejarahan terhadap bentuk morfologi koja dan
batas Kotatua masa lalu. i

;

(3) Pembagian area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) behujuan
untuk memberikan kemudahan dalam pengembanganl dan
pengendalian Kawasan Cagar Budaya Kotatua. '

Pasai8
,

(1) Area di dalam tembok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 i'at (1)
huruf a merupakan wilayah daiam Kotatua dengan penge dalian
ketat terhadap keseluruhan elemen kesejarahan dan m rfologi
Kotatua. !,

(2) Area di dalam tembok sebagaimana dimaksud pada a~t (1)
menerapkan sistem pengendalian zonasi terdiri dari zona i i dan
zona penunjang yaitu meliputi perlindungan utama dan rekon truksi
kritis terhadap karakter distrik beserta keseluruhan elemen- :llemen
pembentuk Kotatua termasuk nilai-nilai fisik, sejarah, sosi'll dan
budaya.

(3) Area di dalam tembok sebagaimana dimaksud dalam ay~t (1)
meiiputi Fatahillah, Kaii Besar, Roa Malaka, GalanganfTembok,
Museum Bahari Pasar Ikan, Sunda Kelapa.

Pasal9

(1) Area di luar tembok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b merupakan area yang berada di sekeliling luar batas tembok
dengan pengendalian pada bangunan eagar budaya golongal] A, B
dan C mengikuti aturan pemugaran banggunan yang ada, serta
lliQgendalian elemen pemb~-kota..ya~aRllllalTSi§nifmaft--yang

tertuang dalam aturan khusus.

(2) Area di luar tembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerapkan sistem perngendalian kluster yaitu meliputi perlindungan
utama terhadap karaktElristik blok beserta elemen-€llemen pembentuk
Kotatua termasuk nilai-nilai fisik, sejarah, sosial dan budaya.

(3) Area di luar tembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagj
menjadi 4 (empat) area, berdasarkan karakter fisiko dan sosial budaya
serta latar belakang nilai historis yang dimiiikinya, yang meliputi Luar
Batang, Pekojan, Pecinan, dan Taman Arkeologi Onrust

Pasal10

Peta Area Pengendalian Cagar Budaya Kotatua, Kota Administrasi
Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tereantum dalam Gambar 2 Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Konsep Pengembangan Zona

Pa~al 11

(1) Area di dalam tembok terdiri dari zona inti dan zona penunjang yang
pengembangannya diarahkan sebagai kawasan bersejarah dengan
fungsi utama sebagai fungsi edukasi, kegiatan budaya dan sosial,
ikon wisata internasional, repiikasi kota lama Batavia, pusat bisnis
dan perdagangan terbatas.



I
(2) Kawasan yang berada dalam areal'di dalam tembok sebag~imana

dimaksud pada ayat (1) adalah : !

a. kawasan taman Fatahiliah dan sekitarnya;

b. kawasan stasiun Beos dan sekitarnya;

c. koridor Kali Besar dan sekitarnya;

d. kawasan Sunda Kelapa dan sekltarnya.

Pasal 12

(1) Konsep penataan areal di. dalam tembok dilakukan. dbngan
rekonstruksi kritis terhadap batas kawasan, pola dan sfruktur
kawasan berupa pola grid dan blok, gerbang kawasan, pusat a~tifitas
dan tengaran serta lingkungan yang berada di sekitar batas t~mbok
Kotatua; ,

(2) Area di luar tembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri d~ri :

a. Kampung Luar Batang dengan konsep pengembangan revit~lisasi

wisata baharl diarahkan sebagai kawasan dengan wlsata (ohani
dan penunjang di sekitar Mesjld Luar Batang; .

b. Peclnan dengan konsep pengembangan preservasi lingk\lngan
budaya etnis dan pusat bisnis meliputi Petak Sembilan, Jembatan
Lima, Glodok, Tambora, Pasar Pagi, Plntu Besar Selatan, dan
Pinangsia. Pengembangannya diarahkan sebagai kawasan
pelestarian pecinan dengan fungsi pusat grosir dan retail, hunian,
tujuan wisata belanja pecinan;

c. Pekojan dengan konsep pengembangan revitalisasi kampung
budaya etnis dan religius yaitu Pekojan pengembangannya
diarahkan sebagai kawasan permukiman bagi segenap gol6ngan
dan latar belakang etnis yang beragam dengan fungsi hunian,
campuran, komersial groslr, daerah tujuan wisata rohani;

d. Pulau Taman Arkeologi Onrust dikembangkan sejalan dan terpadu
dengan pengembangan Kawasan Kotatua.

(3) Konsep pengembangan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Gambar 3 Lampiran Peraturan
Gubernur inl.

BAB V

PERENCANAAN KAWASAN KOTATUA

Baglan Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Rencana pengembangan kawasan Kotatua dlwuJudkan melaiul
penataan pada komponen pembentuk karakter historis, estetika,
sosial dan budaya ruang kota yang meliputi: struktur jalan, tata guna
lahan dan fungsi bangunan, tata bangunan, ruang terbuka dan
lansekap, distribusi intensitas lahan, wajah jalan dan elemen khusus
kota.



,

(2) Pereneanaan kawasan Kotatua sebagaimana dimaksud pada a~1at (1)
dldukung pula oleh penataan sistem umum pergeraka dan
lransportasi umum serta wisata, berikut sistem umum tala ai yang
sejalan dan terpadu dengan Reneana Tata Ruang Wilaya OKI
Jakarta. ,

Bagian Kedua

Reneana Struktur Lingkungan

Pasal 14

(1) Penataan struklur lingkungan bertujuan untuk memperkuat orikntasi
kawasan dan memperkual karakter historis di Kotatua. I

!
(2) Karakter sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) anta~a lain

adalah: formasi dan poJa jalan, ukuran blok, orienlasi blok di ~alam
sebuah kawasan yang dianggap masih relevan. :

(3) Prinsip penataan struktur jalan di Kotatua sebagaimana d0njaksid
pada ayat (2) antara lain:

a. mempertahankan dan mengembalikan pola struktur grid K~~atua;

dan

b. meneegah perusakan pola tersebut akibat pengembangan
kawasan.

(4) Tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dan
ayat (2) antara lain:

a mempertahankan dan mengernbalika~la~tid.pada-s!l=lMYf-iala~ --- ------ - ..
Area Tembok Kota;

b. mempertahankan dan mengembalikan pola grid yang masih
lersisa pada sebagian struktur jalan Pinangsia-Glodok; dan

e. pengembangan Ruang Milik Jalan khususnya pada Area Tembok
Kota harus melalui studi lalu Iintas selama tidak merusak
bangunan dan situs kesejarahan disekitarnya.

(5) Peta Arahan Struktur Lingkungan Kawasan Kotatua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Gambar 4 Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Guna Lahan dan Fungsi Bangunan

Pasal15

(1) Penataan Guna Lahan dan Fungsi Bangunan di Kotatua bertujuan
untuk mewadahi kebutuhan aktivitas di Kotatua sehingga mendukung
pengembangan Kotatua sebagai kawasan eagar bUdaya.

(2) Tata Guna Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikembangkan di dalam Kotatua meliputi; wisma dengan fasilitasnya,
wisma dan bangunan umum dengan fasilitasnya, Karya
pemerintahan dengan fasilitasnya, karya bangunan umum dengan
fasilitasnya, penyempuma hijau binaan dengan fasilitasnya, sukal
fasilitas umum dan saluran/sungai/waduklsitu.·



(3) Arahan Tata Guna Lahan sebagaimana dimaksud pada att (2)
tercantum dalam Gambar 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

!
Bagian Keempat

Rencaria Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal16

(1) Rencana pengembangan permukiman di Kotatua bertujuan untuk
menjadikan kawasan sebagai tempat bermukim yang nyaman yang
ditunjang oleh fasilitas yang memadai.

!
(2) Prinsip pengembangan permukiman di Kotatua sebaga!mana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : :

a. kawasan permukiman terdiri atas kawasan dengan pemanf,aatan
sebagai hunian horizontal dan hunian vertikal; dan '

b. pengembangan permukiman yang mampu mewadahi kebu~uhan

masyarakat yang heterogen dan sebagai bagian i dari
pengembangan Kotatua secara terpadu.

(3) Tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
dilakukan dengan cara :

a. menempatkan fungsi hunian dan campuran pada sebagian besar
Area Tembok Kota dan Pinangsia-Glodok;

.._-h.Jnengembangkal+-kaMlaSaA. h~nian seba~giatt-dart--wisat8'

Kotatua sehingga mendorong pengembangan kualitas ruang,
penyediaan fasilitas yang memadai dan kemudahan akses
khususnya pada kawasan hunian Luar Batang;

c. melakukan perbaikan Iingkungan kawasan kumuh di sepanjang
badan sungai dan rei kereta api sejalan dengan penataan
sempadan badan air dan pemanfaatan potensi wisata air; dan

d. mengembangkan kawasan hunian susun khususnya pada
kawasan hunian Area Luar Tembok yaitu Luar Batang, Glodok,
Tambora, Jembatan Lima, dan Pekojan.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Kawasan Komersial

Pasal17

(1) Fungsi komersial terdiri atas kawasan dengan pemanfaatan sebagai
perkantoran, perdagangan dan jasa serta campuran.

(2) Rencana Pengembangan kawasan komersial sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) lJertuJuan untuk :

a. menciptakan iklim yang kondusif bagi para penanam modal lokal'
dan asing didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
dan



(3)

b. mengalokasikan kebutuhan ruang bagi sektor inform,l, dan
golongan usaha kecil terpadu dengan pengembangan sektor
formal yang lebih besar. ~

Pengembangan kawasan komersial sebagaimana dimaksu pada
ayat (2) dilakukan melalui : ,

a. memberikan fungsi baru tanpa mengubah karakter mJrfOl09i
penting pada kawasan atau bangunan; '1

b. fungsi komersial diarahkan berupa fungsi-fungsi yang ~ dapat
menonjolkan karakter kawasan sebagai kawasan pariwisa a dan
sejarah seperti tClurist centre, visitor centre, hotel, m seum,
restaurant, boutique; "

!

c. fungsi komersial dianjurkan berupa fungsi yang ~lampu
menghidupkan kawasan selama 24 (dua puluh em pat jam,
misalkan: hotel, apartemen, hiburan, pertokoan, perbelanjaa ; dan

I
d. mengarahkan jenis usaha komersial mendukung sesuai d~ngan

arahan pengembangan area. '

(4) Pengembangan kegiatan komersial pada Area Tembok Kota, antara
lain:

a. mengembangkan kegiatan atau fungsi komersial menunjang
wisata kesejarahan Kotatua dalam Area Tembok Kota khususnya
pada zona inti Taman Fatahillah;

- ----0.- mengembangkan lungsi campuran, perkantoran, pendidikan,
sosial, budaya, perdagangan dan jasa seni, wisata bangunan
bersejarah dan pusat seni budaya pada kawasan Taman
Fatahillah;

c. mengembangkan fungsi komersial yang menunjang wisata
kesejarahan bahari pada sisi utara yaitu kawasan Sunda Kelapa,
GalanganfTembok, Museum Bahari, Pasar Ikan; dan

d. kegiatan komersial yang tidak bersifat mengancam kelestarian
lingkungan dan kawasan, khususnya terkait dengan kemampuan
daya dukung lahan dan kehadiran kendaraa'n-kendaraan berat
atau besar.

(5) Pengembangan kegiatan komersial pada Area Luar Tembok, antara
lain:

a. pengembangan fungsi komersial sebagai pusat grosir dan retail
sebagai wisata belanja pecinan pada wilayah Pinangsia-Glodok;

b. pengembangan fungsi komersial sebagai pusat grosir,
perdagangan dan jasa yang terkait dengan potensi wisata religius
di PEikojan; dan

c. pusat perkantoran dan komersial modern pada sisi Jalan Gedong
Panjang yang terhlJbung dengan kawasan industri Pluit dan
Pelabuhan di sisi Utara.



(1 )

(2)

Bagian Keenam

Rencana Penalaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal18 i
I

Penalaan Fungsi RTH bertujuan unluk menciPlakan~ dan
mengembalikan fungsi ruang lerbuka sebagai wadah aklivilas, osial,
budaya, dan ekologi kawasan seeara makro, ,.

i

Fungsi RTH sebagaimana dimaksud pada ayal (1) di ~talua
merupakan RTH Binaan dengan fasililasnya yang melipuli : i

, ,
I

a, RTH berbentuk area dengan. fungsi sebagai. ruang p,' ublik,
penanda, plaza, taman kola alau Iingkungan; dan

b, RTH berbenluk jalur dengan fungsi sebagai balas, penedu~, jalur
sungai atau jalur Kereta Api.

------ - ._--- - .... -

(3) Prinsip penalaan kawasan hijau pada kawasan Kotatua sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a, mempertahankan dan mengoplimalkan fungsi ruang-ruang terbuka
hijau yang saat ini telah ada;

b, mengembangkan RTH sebagai ruang sosial dan interaksi anlara
beragam komunitas kota;

e. memperkuat RTH sebagai ruang orientasi dan salah satu penanda
(landmark) yang menjadi elemen kesejarahan;

d. menciptakan ruang lerbuka hijau pada beberapa lapisan seperti
pada lanlai dasar, podium dan atap;

e. membuat sislem kompensasi insentif dan disinsenlif untuk
mendorong tereiptanya RTH, khususnya pada kawasan dengan
kepadalan linggi;

f. mempertahankan vegetasi yang berada di damija, laman kola dan
sekilar bangunan umum sebagai pembentuk k'!cakler RTH;

g. vegetasi sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan vegelasi
yang memiliki diameter batang sama atau lebih dari 10 em
(sepuluh senlimeter) dan telah berkembang dengan baik; dan

h. pemindahan maupun penebangan vegetasi yang dianggap
membahayakan atau sehubungan dengan pembangunan kawasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui izin
Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

(4) Pengembangan RTH pada Area Tembok Kola, melipuli :

a. meningkalkan peranan RTH pada kawasan Taman Fatahillah
eebagai ruang terbuKe publlk den ruang pamer wlsala kesejarahan
Kotalua;

b. mengembangkan koridor RTH pada promenade sepanjang Kali
Besar;



e. memperkuat peran RTH sebagai penanda pada kawasan .jaman
Fatahilfah, Stasiun Kota, Galangan Tembok, Sunda Kelapa, Pasar
Ikan Museum Bahari;

I

d. mengembangkan RTH koridor sebagai jejak kanal Kotatul yaitu
pada Jalan Cengkeh yang dapat diakses publik dan menjad1 pusat
kegiatan wisata dan pejalan kaki;

e. menata RTH linear sepanjang jalan tol pelabuhan, jalur rei ereta
api, sisi sungai Kali Jelakeng, Krukut dan Ciliwung; dan

f. menata RTH di Kawasan Sunda Kelapa sebagai kawasan isata
Pelabuhan.,

(5) Pengembangan RTH pada Area Luar Tembok, meliputi :

a. menyediakan RTH pada kawasan Pekojan, Pinangsia, Glodok dan
Tambora dengan mengembangRan RTH antar bangunan m~upun
di dalam bangunan; :

b. menyediakan RTH yang disediakan bersama oleh lahan iprivat
khususnya kawasan komersial dan kawasan Kantor pemehntah;
dan

e. menata lansekap pada kawasan Oanau Pluit sebagai, areal
resapan dan rekreasi yang terhubung seeara terpadu d!Jngan
koridor RTH menuju kawasan wisata Taman Fatahillah.

.... _- . -_.__ .._._- -~-

Bagian Ketujuh_. _

Reneana Intensitas Ruang

Pasal19

(1) P"nataan inlensilas ruang di Kolalua bertujuan unluk memberikan
stimuli pembangunan berupa insentif bagi Koefisien Lantai Bangunan
eagar budaya tanpa merubah bentuk asli bangunan lama.

(2) Prinsip dalam penataan intensitas ruang di kawasan Kotatua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penetapan intensitas di tiap lokasi didasarkan pada pola sifat
lingkungan, daya dukung dan daya tampung kawasan yang
diwujudkan dalam besaran ruang pada nilai KLB dan komponen
intensitas lainnya;

b. inlensilas sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan
komponen KOB, KLB dan KB;

e. penenluan nilai inlensilas seeara lebih rind per kavling akan dialur
kemudian pada panduan penalaan ruang di bawahnya;

d. sebaran intensitas dilujukan unluk mempertahankan karakler
kawasan khususnya pada Area Tembok Kota;

e. pada bangunan yang dilindungi jika lerjadi kelebihan
diberikan insentif pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

KLB dapat
ketentuan



f. bila KDB bangunan yang dilindungi melebihi batas KDB lahan
yang diletapkan maka berlaku KDB eksisting.

!
!

(3) Penataan intensitas ruang pada Kolalua sebagaimana diiaksud
pada ayat (1) sebagai berikut :

a. KLB maksimum 2.0 (dua koma noll dan maksimum 3.0 (li9J koma
noll di dalam tembok Kolatua; dan I

I
b. KLB maksimum 4.0 (empat koma noll di luar Tembok KOlatut.

(4) Apabila Area Tembok Kota nilai KLBnya iebih besar daripad nilai
KLB eksistinll, maka dapal diberikan insentif sesuai d ngan
kelentuan peraluran petundang-undangan; !

(5) Arahan Intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ay~t (1)
tereantum dalam Gambar 6 Lampiran Peraluran Gubernur in/.

Bagian Kedelapan

Penataan Bangunan

Pasal20

(1) Penataan bangunan di Kolatua bertujuan unluk mewadahi kebutuhan
fungsi-fungsi baru yang dapat memperkuat karakter Kotatua !tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip pelestarian dan perlindungan bangunan
eagar budaya.

,,"""",""""=,-;r.;==-;:;-=:------- -­-(2-)...Peflalaan·-tata--bangcrmmclti<omtua sebagalmana d,maksud pada
ayat (1) diarahkan sesuai dengan prinsip sebagai berikut :

a. menala bangunan pada masing-masing zona sesuai dengan
karakter dan nilai bangunan eksisling eagar budaya yang telah
ada;

b. meneiptakan konektivitas ruang dan fungsi antar bangunan dalam
kawasan guna menciptakan keterpaduan dan meningkatkan akses
bagi pejalan kaki;

c. memperkual karakter kota dengan penataan fasad dan arkade;

d. mempertahankan karakter bangunan lama dan menyesuaikari
bentukan arsitektural bangunan baru dengan lingkungan
sekilarnya; dan

e. mengaktifkan kembali fungsi bangunan, baik dengan fungsi lama
maupun fungsi baru (adaptive reuse).

(3) Penataan Bangunan Pemugaran di Kotatua sebagai berikut :

a. bangunan yang termasuk dalam bangunan ea~ar budaya harus
dllestarlkan sesual dengan peraturan perundang-u'ndangan bidang
bangunan eagar budaya;

b. berbagai bentuk pengabaian terhadap bangunan eagar budaya
akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;



e. mempertahankan ketinggian bangunan eksisting;

d. mempertahankan Garis Sempadan Bangunan eksisting;

e. bangunan pemugaran seeara ketat dilindungi di Zona Inti;

f. segala bentuk pengembangan atau renovasi bangunan
pemugaran di Zona Penunjang harus melalui kajian dari Tim Ahli;

g. pada Zona Penunjang ketentuan bangunan pemugaran golongan
A golongan B dan golongan C sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang pemugaran;

h. lebar arkade pada bangunan eagar budaya atau eksisting
mengikuti lebar yang telah ada sedangkan Iebar arkade pada
bangunan baru melihat ketentuan rinci yang tertuang dalam Urban
Desain Guideline (UDGL) kawasan;

i. perubahan bangunan yang termasuk golongan eagar budaya
dilakukan dengan batasan yang ketat melalui studi yang
komprehensif dan dengan persetujuan dari Tim ahli;

j. revitalisasi dan adaptasi bangunan lama menjadi fungsi baru
diharapkan mampu meneiptakan aktivitas yang bersinergi dan
mampu mendorong perkembangan ekonomi kawasan.

(4) Penataan Bangunan Non Pemugaran di kawasan Kotatua Jakarta
sebagai berikut : ; .

a. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai pada zona inti;

b. ketinggian bangunan pada zona penunjang di Area dalam Tembok
Kola ditetapkan dalam Panduan Raneang Kota;

e. ketinggian bangunan sesuai dengan Lembaran Reneana Kota
(LRK) di Area Luar Tembok Kota;

d. garis sempadan bangunan menyesuaikan dengan
bangunan disekitarnya khususnya yang berdekatan
bangunan .eagar budaya;

karakter
dengan

e. garis sempadan bangunan menyesuaikan dengan ketentuan
Lembar Reneana Kota (LRK) pada Area Luar Tembok.

(5) Prinsip penataan bangunan pada Area Tembok Kota adalah ;

a. mengembalikan massa bangunan sesuai morfologi semula yaitu
memperkuat struktur kota dengan perimeter blok pada Area
Tembok Kota;

b. mempertahankan arkade eksisting dan mengembangkan arkade di
kawasan yang memungkinkan pada Area Tembok Kola;

e. mempertahankan bentukan atap miring dan bentuk atap eksisting
dan variasinya sesuai dengan karakter kawasannya;

d. membatasi ketinggian bangunan hingga 4 (empat) lantai; dan

e. menata orientasi bangunan ke arah muka sisi air pada kawasan
Sunda Kelapa, Museum Bahari dan sisi kali.



(6) Prinsip penataan bangunan pada Area Luar Tembok adalah :

a. menata orientasi bangunan ke arah muka sisi air pada sisi aduk
Pluit, Kampung Luar Satang dan kali Jeletreng, Kali Kruk t dan
Kali Sesar; dan

b. mempertahankan dan merekonstruksi kembali karakter P cinan
pada beberapa Area di Pinangsia-Glodok.

(7) Arahan penataan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tereantum dalam Gambar 7 Lampiran Peraturan Gu ernur
ini;

(8) Arahan penggolongan' bangunan eagar budaya sebag imana
dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Gambar 8 La piran
Peraturan Gubernur ini I

Pasal 21

(1) Pembangunan dan penyisipan bangunan baru
mendorong upaya revitalisasi, pelestarian
bangunan eagar budaya di Kotatua;

dimungkinkan Iuntuk
dan pemanraatan

(2) Perubahan, pengembangan dan perbaikan bangunan tidak boleh
menyaiahi aturan intensitas yang telah ditetapkan;

(3) Penyisipan bangunan baru harus memperhatikan goipngan
bangunan eagar budaya, karakter, skala, bentukan, materi~1 dan
warna, detail arsitektural bangunan di sekitarnya sehingga
membenRan keharmonlsan serta memperkuat karakter kawasan;

(4) Desain bangunan baru harus merespon terhadap nilai historis,
estetika, sosial dan budaya melalui pemaharnan dan studi terhadap
karakter dan kualitas Iingkungan sehingga s~suai dengan konteks
kawasan;

(5) Desain penyisipan bangunan baru harus melalui penilaian dari Tim
Penilai Arsitektur Kota (TPAK) dan Tim Ahli eagar Sudaya Provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Penyisipan bangunan baru yang disertai dengan renovasi bangunan
eagar budaya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang golongan bangunan eagar budaya;

(7) Pada pembangunan baru sarana publiklutilitas kota jlka ditemukan
situs maupun benda bersejarah baik di permukaan tanah maupun
dibawah tanah maka proses pembanggunan harus dihentikan
menunggu proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli;

(8) Selama proses penelitian terhadap signifikasi situs atau benda
bersejarah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berlan.,sung, maka 1MB b..lum daj;l..l dikeh....rk..n dari pihilk yanll
berwenang hingga terdapat keputusan dari Tim Ahli.



Bagian Kesembilan

Reneana Penataan Wajah Jalan

Pasal22 I
i

(1) Wajah Jalan merupakan segala unsur elemen yang mem~entuk
karakter suatu koridor jalan akibat penataan dan bentuk Ian ekap,
fasad bangunan, furnitur jalan, penanda (signage), jalur ped strian,
penerangan jalan umum. .

!

(2) Penataan pada wajah jalan bertujuan untuk memperbaiki k~alitas
koridor-koridor jalan di Kotatua seqagai pembentuk citra ka asan
yang signifikan. .

(3) Prinsip penataan wajah jalan terdiri dari :

a. menata koridor dengan elemen-elemennya sesuai dengan kclrakter
kawasan; dan .

b. meneiptakan ruang koridor yang nyaman bagi aktivitas Pl3jalan
kaki.

(4) Sesuai dengan tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) maka penataan dilakukan sebagai berikut :

a. melakukan penataan terhadap karakter wajah jalan yang m~liputi

penataan lansekap, fasad bangunan, furnitur jalan, penanda
(signage), jalur pedestrian, peneahayaan sepanjang koridor jalan
untuk mempertahankan dan memperkuat karakter kawasan

___ ••__H Kotatua; . .

b. melakukan penataan tata hijau pada koridor jalan di seluruh
kawasan Kotatua dengan mempertahankan vegetasi eksisting
dengan pertimbangan terhadap umur, kondisi dan karakter serta
penanaman vegetasi pada sisi jalur pedestrian maupun pada
median jalan;

e. desain dan peletakan penanda/signage yang menarik dan
berkarakter serta terintegrasi dengan bangunan yang ada;

d. menjadikan aspek pencahayaan sebagai bagian dari unsur wisata
kota dengan memperhatikan fungsi dan kondisi bangunan eagar
budaya; dan ...

e. mempertahankan dan mengembalikan wajah jalan sesuai
karakternya pada kawasan Area Tembok Kota dan sebagian
koridor-koridor jalan di Area Luar Tembok.

Bagian Kesepuluh

Rencana Penataan Elemen Khusus Kota

Pasal23

(') Elemen khusus' Kota adalah elemen pembentuk kota yang
merupakan bagian yang patut diperlakukan seeara khusus dan
diperhatikan dikarenakan nilai estetika, historis, sosial dan budaya,
nilai pelestarian lansekap dan peranannya terhadap kawasan
Kotatua, selain dimaksudkan dalam bangunan eagar budaya.



(2) Penataan terhadap elemen khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 adalah :

a. batas tembok kawasan Kotatua ;

b. gerbang-gerbang kawasan; dan

c. pusat-pusat aktivitas dan landmark kawasan.

(3) Penataan terhadap batas tembok sebagaimana
ayat (2) huruf a adalah :

!
I

dimaksud I pada
i
!

a. merekonstruksi batas tembok kota sesuai ,acuan batas ~tatua
dengan penataan bangunan. lansekap maupun pengg naan
elemen furnitur jalan dan penanda (signage) harus memp, rkuat
karakter dan batas tembok yang pernah ada; d.an .

b. menata dan memperkuat kanal-kanal luar dan mengem~al!kan

atau memberikan indikasi batas-batas kanal Kotatua d~ngan

penataan berupa koridor lansekap atau penggunaan elemen
furnitur jalan dan penanda (signage). '

(4) Penataan terhadap gerbang-gerbang kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :

a. memperkuat gerbang utara dari arah laut yang dibentuk kawasan
oleh Sunda Kelapa. Pasar Ikan dan Menara Syahbandar;

b. mempertahankan dan menata Ruang Terbuka pada ruang simpul
. ----kGla...y<ll'l§·..<;jieeAt-tik--eleIr laman--8'!asitlli I(ota dali baligur iall dl

sekitarnya; dan

c. mendefin!sikan gerbang barat Ualan Kopi) dan gerbang timur Ualan
Kemukus) dengan penataan massa bangunan.

(5) Penataan terhadap pusat-pusat aktivitas dan Landmark kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :

a. menghidupkan kembali pusat aktiv!tas d! Pasar ikan. menara
syahbandar dan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat aktivitas
di utara kawasan sebagai fungs! wisata bahari;

b. menata ruang terbuka dan bangunan di Eks-Kastil Batavia sebagai
wisata tembok kolonial;

c. meningkatkan dan menghidupkan kegiatan di Ruang Terbuka dan
bangunan yang ada di koridor Kali Besar. Taman Fatahillah dan
Stas!un Kota yang saat ini telah ada;

d. menata lingkungan pusat aktivitas dan memperkuat karakter
budaya pecinan pada pusat keg!atan ekonomi di luar Iingkungan
tembok yaitu Petak Sembilan, Harco. Pinangs!a. Pasar Pagi dan
Glodok;

e. mempertahankankan dan memperkuat karakter keglatan
komunitas etnis Arab di Zona Pekojan;

f. memperkuat Sumbu Kastil-Taman Fatahillah yang terpisahkan
oleh Jalan Tal del!lgan penataan aktivitas pejalan kaki dan
penataan koridor lansekap;



I
g. membuka vista ke arah laut yang terbentuk oleh koridor Kali ~esar;

dan i

h. mempertahankan situs dan benda cagar budaya lainny

t
i yang

akan memperkuat karakter historis, sosial dan budaya ka asan
Kotatua.

,
(6) Pengrusakan, pengabaian, seluruh atau sebagian baik tecara

langsung dan tidak langsung terhadap elemen kota tersebu! akan
dikenakan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-Undjngan;

Bagian Kesebelas :
J

Rencana Pengembangan Sistem Umum Pergerakan
dan Transportasi

Pasal24

(1) Pengembangan Sarana Angkutan Umum pada kawasan Kptatua
diarahkan sesuai dengan program yang sudah ada d~ngan

memperhatikan faktor kelestarian bangunan cagar budaya.

(2) Prinsip dalam pengembangan sistem transportasi diarahkan sebagai
berikut:

----------- - - ---
b. membatasi arus menerus- (through--iraffic)·-bagi kendaraan

bermotor dalam upaya mewujudkan pelestarian bangunan dan
lingkungan kawasan wisata Kotatua serta menurunkan tingka!
kepadatan kendaraan serta polusi udara;

-_ .._-

a. mengembangkan sistem
menerus dan efisien
pencapaian ke fasilitas;

transportasi yang nyaman, aman,
sehingga memberikan kemudahan

c. melakukan penerapan manajemen lalu lintas dengan melakukan
perencanaan jalur sirkulasi yang jelas dan terintegrasi dengan
kawasan lain disekitarnya;

d. mengembangkan pergerakan yang berbasis transportasi publik
dengan prinsip p.enataan sebagai berikut :

1. menyediakan halte untuk Sistem Angkutan Umum Massal
dengan rancangan yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada
tim ahli TPPLBC dan TPAK;

2. memberikan kemudahan pencapaian ke tempat perberhentian
publik transport dengan penataan jalur pedestrian, maupun
akses menembus bangunan; dan

3. mempertimbangkan kebutuhan pengumpan baik alokasi dan
fasilitas yang dibutuhkan sebagai penunjang kemudahan.
", ..rg..n""1n <lArl <l"n m'ln~J~ fl~1:!1I1< Ir.. n ..~"rl....I.

e. penataan sistem parkir terpadu sebagai berikut :

1. mengadakan kantong-kantong parkir bersama pada kawasan
yang memungkinkan;



- -- - -- -----_.

I

2. menyediakan parkir dalam bangunan dan bagian be akang
bangunan khususnya pada Area Tembok Kota; dan

3. pelarangan on street parking khususnya pada jalan-jalal yang
sudah padat. r

,
!
!

(3) Prasarana transportasi meliputi prasarana uniuk pejalan i kaki,
kendaraan bermotor, angkutan sungai, angkutan kereta ap~ yang
dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lal Iintas
lokal, regional dan nasional. .

!
(4) Sesuai dengan tujuan dan prinsip sebagaimana pada ayat (2~ maka

, penataan sistem pergerakan dan transportasi dilakukan sfbagai
berikut : ,

a. mengoptimalkan akses-akses utama dari jalur-jalur utam~ kota
seperti jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jalan Mangga DUatJalan
Pangeran Jayakarta, Jalan Bandengan Utara, Jalan Pa geran
Tubagus Angke sehingga tereiptanya kemudahan pene paian
yang menunjang kegiatan wisata dan ekonomi kawasan; !

b. mengembangkan pelayanan angkutan umum masal dengan
pereneanaan titik-titik transit terpadu dengan feeder trans~ortasi
yang tidak berdampak negatif terhadap kawasan;

e. membatasi akses dan jalur bagi kendaraan berat dan besar dan
pengaturan parkir yang berada di Luar Zona Tembok;

d. meneiptakan jalur wisata pada kawasan Kotatua yang terintegrasi
dengan sistem kendaraan darat dan air;-_.._-_..- - .-_._-- .----

e. menyediakan fasilitas jalur sepeda dan parkir sepeda pada
kawasan-kawasan pusat aktivitas khususnya pada Zona Tembok
Kota:

f. pembatasan pergerakan bagi kendaraan bermotor di Zona
Tembok; Kota Roa Malaka-Kampung Bandan-Pintu Keeil dan
Fatahillah untuk pengembangan jalur-jalur pedestrian dan jalur
wisata;

g. manajemen lalu lintas dengan pengaturan arus falu lintas dari arah
jembatan lima ke arah utara Kotatua melalui jalan Pekojan Raya
dan dari arah Glodok ke arah wilayah bagian Ttmur melalui Jalan
Pinangsia dan Jembatan Batu;

h. pengaturan wilayah Stasiun Kota sebagai kawasan pusat transit
dengan pengaturan titik transit MRT, busway dan lain sebagainya
serta penyediaan fasilitas parkir yang memadai;

i. membuat jalan ringroad tahap satu yang meliputi jaian Cikunir dan
Jalan Cengkeh;

j. membuat jalan ringroad tahap dua yang meliputi jalan tembus
melalui Pelindo dan reneana jalan tembus di sisi timur Kali
Ciliwunll menuju j"llln Mukll Timur;

k. peningkatan akses yang mudah dengan pembangunan jalan
layang (fly over) pada jalan Pangeran Jayakarta dan jalan lintas
bawah (underpass) yang menghubungkan jalan Asemka dengan
Jembatan Batu;



(,

I. mengembangkan kemudahan akses pejalan kaki dari stasi~n kota
menuju arah wilayah wisala Kolalua dengan mengemb,/ngkan
jalur-jalur pejalan kaki menembus bangunan dan dibawa~ jalan
layang; I

m.mengembangkan jalur khusus pejalan kaki (Pedestrian Mall)
khususnya di jalan Pos Kota-Fatahillah;

i
n. jalur MRT tidak melewati areal dalam kawasan Fatahillahl untuk

mendukung peleslarian situs di bawah tanah; dan I,
o. memanfaatkan bagian bawah jembatan layang sebagai !empat

parkir,. maupun transit seperti terminal dengan penataan ya1g baik
guna mencegah rusaknya kualitas lingkungan. ,

(5) Arahan penataan sistem umum tercantum dalam Gambar 9
Lampiran Peraturan Gubernur ini;

(6) Arahan penalaan sislem umum pergerakan Pejalan Kaki terc1Jntum
dalam Gambar 10 Lampiran Peraturan Gubernur ini. .

Bagian Keduabelas

Rencan.a Penataan Sislem Prasarana

.Sumber Daya Alam

Pasal25

--~(H1f-\)---PPerrataall 3ist8lfl Prasarana um er aya- Alan, bertuJuan' u-nluk - - -_.­
memperbaiki sislem yang berkaitan dengan sumber air bersih.
pencegahan banjir dan drainase, pengelolaan air limbah serta
mengembalikan fungsi badan air secara oplimal.

(2) Prinsip Penataan Sistem Prasarana Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan Kotatua
diarahkan untuk :

a. mempertahankan dan mengembalikan fisik Kali pada Zona
Benteng Kola khususnya pada batas kanalluar Kota Tua;

b. membuka dan meningkatkan akses terhadap badan air yang ada
sehingga menjadi polensi pariwisata dengan memperbaiki
kualitas dan kualitas badan air yang ada melalui program kali
bersih;

c. memperbaiki infrastruklur lata air yang sesuai dengan konteks
lingkungan pelestarian;

d. meningkatkan kapasitas dan inlensitas sislem drainase melalui
sistem bendungan/polder untuk mengatasi dan mencegah banjir;
dan

e. mengelola dan meningkatkan fungsi badan air/saluran air yang
ada sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan mencegah
genangan air atau banjir.



I

(3) Sesuai dengan tujuan dan prinsip umum maka penataan ~istem
pergerakan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut : .

a. badan air berupa saluran, kafi, sungai, banjir kanal,
waduk tidak dapat diubah peruntukannya;

i
Si~

,
I

dan

b. penataan kembali sempadan sungai sebagai pengendali ibanjir,
drainase dan penyerapan air permukaan;

,
e. pengembangan prasarana air limbah .diarahkan '~untuk

meminimalkan tingkat peneemaran terhadap badan air dan tanah
melalui fasilita~ sistem perpipaan tertutup dan pengemb ngan
pengelolaan terpusat dan sanitasi yang baik; I

d. memperbaiki infrastruktur saluran dengan perbaikan fisi~ dan
pembukaan saluran baru untuk meningkatkan kapasitas salwan;

e. melakukan pemeliharaan secara terpadu terhadap Sempadan
Waduk Pluit dan Kali-kali di Kotatua untuk memperbaiki de~it dan
kualitas air di kawasan;

f. mengembangkan fasilitas pengolahan air saluran pada titik-titik
tertentu di dalam Zona Inti Kotatua;

g. peneegahan dan penanggulangan "peneemaran air dengan
perbaikan terhadap sistem pembuangan limbah dan sampah di
kawasan melalui penyediaan fasilitas pembuangan dan sistem
pengawasan yang efektif; dan

._ - __ - •• __.0 _ _ __ _ •••

h. mengembalikan saluran antara Pasar Ikan dengan Museum
Bahari sesuai morfologi asli kawasan.

BABVf

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insenlif

Pasal26

(1) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan (l(egiatan yang sejalan dengan Reneana Induk
Kawasan Kotatua, serta memberikan kontribusi dalam membantu
pemeeahan masalah p.erkotaan terkait upaya penataan ruang kota
dan pelestarian bangunan eagar budaya.

(2) Pemberian insentif seeara khusus diberikan terkait pada hal-hal
antara lain'

a. pembangunan bangunan baru atau sisipan yang meningkatkan
kualitas kawasan dan mendorong tumbuhnya aktivitas baru yang
positif;



e.

I
b. rehabilitasi bangunan lama dan bangunan eagar budaya Stbagai

upaya pelestarian dan perlindungan yang memberikan d mpak
estetika positif dan mampu memperkuat karakter kota', I,
penyediaan Ruang Terbuka Hijau tanpa membongkar baniunan
atau meniadakan jalan publik yang terkait dengan struktu lama
Kotatua;

d. penyediaan sarana umum dan sosial yang dapat dig~~akan

publik dan menunjang kegiatan wisata kesejarahan karasan
Kotatua; I

e. mendorong kegiatan pejalan kaki dengan jalur-jalur akse~ antar
bangunan dan muara-muara transit pada kawasan tertentLj yang
mendukung kegiatan wisata Kotatua; dan .

f. upaya penanggulangan dan mengurangi permasalahal'J kota
seperti banjir, kemaeetan lalu-Iintas, dan polusi udara.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukan dengan eara :

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi. subsidi silang',
imbalan. sewa ruang. dan urun saham;

b. penambahan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam sistem
Pengalihan Hak Membangun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

-- ----.. -- -- e. pemanfaatan lantal dasar sebagai ruang publik tidakdihitu-ng
sebagai nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

d. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan

e. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau swasta
dalam bentuk material maupun non material.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal27

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk meneegah. membatasi
pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan atau
bertentangan dengan Reneana Induk Kawasan eagar Budaya
Kotatua dan kegiatannya yang menimbulkan dampak negatif
perkotaan.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terkait dengan hal-hal antara lain:

a. pembangunan yang bersifat merusak dan memberikan dampak
negatif bagi Iingkungan dan bangunan eagar budaya;

b. pembangunan bangunan baru atau sisipan yang bersifat merusak
dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan;



e. pembangunan yang mengurangi dan merusak
jalan; dan I

i
pelanggaran-pelanggaran lain yang lidak sesuai dpngan
kelenluan peraluran perundang-undangan bidang lala rua~g dan
peleslarian eagar budaya Kolalua. !

e. pengabaian bangunan eagar budaya seperti Jenluk;
pengrusakan, lidak melakukan pemeliharaan danI lidak
memfungsikan bangunan sebagaimana meslinya; i

d. proses pembangunan yang merusak sllus dan benda: eagar
budaya; !,

I
elemen !wajah

f.

(3) Pemberian disinsenlif diberlakukan yailu dengan eara :

a. pemberian sanksi serta pengenaan denda kepada pel<1nggar
aluran-aluran dan arahan dalam Reneana Induk Ka'ivasan
Kolalua; .

b. pengenaan pajak yang linggi yang disesuaikan dengan beljarnya
biaya yang dibutuhkan unluk mengatasi dampak i yang
dilimbulkan akibal pemanfaatan ruang yang 'lidak searah d~ngan
Reneana Induk Kolalua; dan

e. pembalasan penyediaan infraslruklur, pengenaan kompensasi,
dan penalli.

Pasal28

Ketentllan lebib lanjul n:lengenai-mekaflisme-clarT pelaks3IIaan pemtienan
insenlif dan disinsenlif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan
Pasal 27 dialur dengan Peraluran Gubernur.

BAB VII

. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesalu

Pengelolaan

Pasal29

(1) Pengeloiaan Kawasan Kola Tua dilakukan seeara lerpadu lintas
sektoral dan wilayah serta melibalkan seeara aktif dunia usaha dan'
kelompok kelompok-kelompok masyarakal;

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal dilakukan
dengan membenluk Badan Otorila yang mempunyai Kewenangan
yang memadai.

Pasal 30

Guna lebih mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Kola Tua dan
memberikan insentif yang memadai dalam pelestariannya, dapat
dikembangkan Kawasan kota Tua sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK).



(

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal31

Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian pelaks naan
Reneana Induk Kotatua dilakukan oleh Dinas Tata Ruang, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pengawasan dan Pen rtiban
Bangunan, Dinas Pertamanan dan Pernakaman, Dinas Pe rjaan
Umum, Dinas Perhubungan, Walikota Jakarta Barat, Walikota J karta
Utara dan Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal32

Pelaksanaan pengawasan dan pengendali?n sebagaimana dim6ksud
dalam Pasal 31 dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunarl dan
Lingkungan Hidup.

Pasal33

(1) Tim Penasehat Pelestarian Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya
(TPPLBC) dan Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) merupakan
Tim ahli yang berkewajiban untuk menilai dan melakukan eV13luasi
terhadap reneana pembangunan yang akan berlangsung di kaWasan
Kotatua;

(2) Kualitas dan pelestarian Iingkungan dan bangunan eagar budaya
ditingkatkan dengan mekanisme pengawasan oleh kedua Tim ini,

___ . -SebagaimaAa Elimal(sud-dalam-zyal (1) Ilieialol eValuasl rencana dan
implementasi pembangunan.

Pasal34

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui reneana
komponen pembentuk ruang kota, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif, serta pengenaan sanksi.

(2) Reneana komponen pembentuk ruang kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan penyusunan pengaturan perlataan ruang
yang berada di bawah Peraturan Gubernur ini, berupa :

a. panduan rancang kota area dalam tembok Kotatua; dan

b. panduan raneang kota area di luar tembok Kotatua.

(3) Pengendaiian terhadap kelestarian bangunan pemugaran di kawasan
Kotatua, maka perlu dilakukan klasifikasi bangunan pemugaran A, B
dan C pada tingkat nasional, provinsi dan kota;

(4) Perizinan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kalenluiin dan paraluran perundanll"1omdllnlllin.

Pasal35

(1) Pengendalian dan pelaksanaan Reneana Induk Kawasan Kotatua
dilakukan antara lain dengan melakukan pembinaan kepada instansi
terkait dan masyarakat serta para investor;



I
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakS1.nakan

melalui: 1

a. koordinasi penyelenggaraan Rencana Induk Kotatua;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman penataan ruang di kawasan Kotatua;

e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Reneana Induk Kawasan Kotatua;

i
i

sosjalisasi

i,
pelak~anaan

,

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masYGlrakat;
dan

h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) SKPD/UKPD terkait menyelenggarakan pembinaan penataan ,ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangtmnya
masing-masing.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal36
---_... ... ... -"----- ----~..:.....:.----

(1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin berlangsungnya penataan
ruang kota yang sinergis dalam rangka mewujudkan visi dan misi
yang tereantum pada pasal 4 dan 5.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilakukan sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPD terkait,
sebagai berikut :

a. Dinas Tata Ruang dalam hal pengawasan pelaksanaan
komponen pembentuk ruang kota;

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal pengawasan
terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan yang
terkait dengan bangunan maupun kawasan eagar budaya
maupun lingkungan pemugaran; dan kegiatan pariwisata di
Kawasan Kotatua;

c. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam hal
pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pemanfaatan yang terkait dengan bangunan;

d. DlnQll P"rtsm"nan dan Pemakaman dalsm hili Pllnglilwasan
terhadap pemanfaatan ruang-ruang terbuka hijau yang dijadikan
bangunan pada lahan-Iahan dengan peruntukan hijau milik publik
ataupun privat;

e. Dinas Pekerjaim Umum dalam hal pengawasan terhadap'
pemanfaatan infrastruktur yang dijadikan bangunan;



f.

(3)

I
Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan terhadap lalLlintas
maupun sirkulasi kendaraan; r

!
g. Walikota Jakarta Sarat dalam hal koordinator pengawas1n dan

penertiban . terhadap pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan yang terkait dengan bangunan di Kota Admi istrasi
Jakarta Barat;

h, Walikota Jakarta Utara dalam hal koordinator pengawast dan
penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan1 dan
pemanfaatan yang terkait dengan bangunan di Kota Admi~istrasi'

Jakarta Utara; dan I,
i. Dinas Pelayanan Pajak dalam hal pengawasan terhadapi salah

satu pemberian insentif serta retribusi dan pajak daerah.! .

Koordinasi terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada aYrt (2)
dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan mengikuti ket~ntuan

yang berlaku. '

Pasal37

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan
pembangunan di 'Kawasan Kotatua, SKPD/UKPD terkait melaPiorkan
secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

-HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal38

Dalam mewujudkan visi dan misi penalaan kawasan Kolalua, seliap
individu masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dan rnemberikan
aspirasinya unluk kemajuan dan percepatan pengembangannya.

Pasal39

Datam pemanfaalan ruang pada Kawasan Kotatua, seliap orang wajib :

a. menaali Rencana Induk Kawasan Kotalua yang lelah dilelapkan;

b. memanfaalkan ruang kola sesuai dengan izin pemanfaalan ruang
dari pejabal yang berwenang;

c. memaluhi kelentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
pemanfaatan ruang dan lingkungan khususnya perlakuan terhadap
bangunan eagar Budaya;

d. mendukung program pemerintah dalam hai mewujudkan Kotalua
sQsyai viliii dan miai ,Jim arlih«n Pfimbangun.n Ye-ng b."rl"'kui aC\n

e. memberi akses bagi publik dan kegiatan publik pada kawasan yang
secara hukum merupakan kawasan umum.



BAB IX

.KETENTUAN SANKSI

Pasal40

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan alam
Peraturan Gubernur ini dikenai saksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. peringatan tertulis;,

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g: pembongkaran bangunan; dan

h. pemulihan fungs; ruang.

-- -- _.. -_. -- - ---' - BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal41

Pada saat Peraturan Gubernur in; mulai berlaku, maka :

a. Terhadap perizinan yang sudah diterbitkan pada Kawasan Kotatua
sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih
tetap berlaku; dan

b. Terhadap area penguasaan perencanaan penataan Kawasan
Kotatua, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penguasaan
Perencanaan dalam rangka Penataan Kawasan Kotatua seluas ± 846
ha (kurang lebih delapan ratus empat puluh enam hektar), tel<:ih
disesuaikan menjadi seluas ± 334 ha (kurang lebih tiga ratus tiga
puluh empat hektar), dengan tidak merubah batas delinasi
Perencanaan Kawasan Kotatua.



BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun angan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita aerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KH~SUS
IBUKOTA JAKARTA, i

Ttd.

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

--Ttd. ----­

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 63004

Sa!!lJ..an.~esuai dengan aslinya
KEPA""t.;<,~!R01J)lJ;JKl..IM SEKRETARIAT DAERAH

PROlJINSkD;A;ERAH. KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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